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ABSTRAK : ‐ Pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, 

perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-
wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan 
lain yang melanggar hak asasi manusia. penempatan pekerja migran 
Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan 
kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan 
dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan 
tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan 
pelindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan 
penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional 
maka negara wajib membenahi keseluruhan sistem pelindungan bagi 
pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang mencerminkan nilai 
kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja, 
selama bekerja, dan setelah bekerja. Penempatan dan pelindungan 
tersebut perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah, baik 
pusat maupun daerah dengan mengikutsertakan masyarakat dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 
tentang penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 
Negeri yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan 
pelindungan pekerja migran Indonesia dan berdasarkan pertimbangan 
tersebut maka perlu membentuk Undang-Undang tentang Pelindungan 
pekerja Migran Indonesia. 

 
‐ Dasar hukum dari Undang-Undang ini : UUD 1945 Pasal 20, Pasal  21, 

Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 E ayat (1) 
dan ayat (3), Pasal 28 G, Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 29; 
UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 6 Tahun 2012. 

 
‐ Dalam Undang-Undang diatur tentang perlindungan pekerja migran 

Indonesia yang berisi : Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan 
pekerja migran indonesia, asas dan tujuan perlindungan pekerja migran 
Indonesia, kriteria, persyaratan, hak dan kewajiban, jenis perlindungan, 
layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan pekerja migran 
Indonesia, tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, 
kelembagaan, pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia, 
pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana, BNP2TKI tetap 
melaksanakan fungsi dan tugasnya sampai terbentuknya Badan 
berdasarkan Undang-Undang ini.  

 
CATATAN  1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017. 

2. Undang-Undang ini mencabut UU No. 39 Tahun 2004 
 




